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ABSTRACT 

 

Narcotics abuse is a dangerous thing that the handling of narcotics users is regulated 

in Law No. 35 of 2009 on narcotics, then the subject matter in this writing about the 

application of criminal sanctions for narcotics users in accordance with narcotics laws. 

Problem approach using normative juridical approach (legal research). If Narcotics Misuse 

can be proven or proven to be a victim of Narcotics abuse, such Abuse is obliged to undergo 

medical rehabilitation and social rehabilitation. Prevention and prevention of narcotic abuse 

is done maximally Narcotics Misuse must undergo medical rehabilitation and social 

rehabilitation. 

Key words : Sanctions, Users, Narcotics 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupaka Negara yang 

kaya akan budaya dan sumber daya alam 

yang membutuhkan anak-muda yang cerdas 

guna meningkatkan perkembangan dan 

kemajuan suatu Negara. Namun saat ini 

banyak sekali penghambat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa seperti 

penyalahguna an narkotika yang saat ini 

sering kita lihat dan dengar baik 

dilingkungan kita maupun melalui media 

elektronik juga media cetak. Hal ini sangat 

ironis hamper setiap kalangan banyak yang 

menggunakan obat terlarang yang dikenal 

dengan narkotika. Korbannya meluas 

kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, 

mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, 

pedagang , supir angkot, anak jalanan, 

pejabat dan lain sebagainya.  

Pihak berwajib saat ini sedang 

gencar-gencarnya memberantas 

penyalahgunaan narkotika, namun entah 

kenapa seolah-olah itu tidak digubris oleh 

pecandu narkotika yang ditunjukkan dengan 

terus bermunculan korban-korban baru. 

Penyalahgunaan narkotika sangat 

berbahaya bahkan bisa sampai merenggut 

nyawa penggunanya karena menimbulkan 

banyak penyakit seperti HIV. 

Pada dasarnya narkotika memang 

merupakan obat yang digunakan dalam 

dunia medis, namun apabila obat tersebut 

digunakan tanpa adanya resep dokter, hal 

tersebut merupakan suatu penyimpangan 

yang masuk dalam kategori tindak pidana. 

Oleh karenanya dilarang bagi masyarakat 

untuk menyimpan, menjual dan 

menggunakan narkotika jenis apapun. 

Sebagaimana undang-undang 

narkotika mengenai narkotika, sbb: 

Pasal 5:  

Pengaturan Narkotika dalam Undang-

Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan 
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dan/atau perbuatan yang berhubungan 

dengan  Narkotika dan Prekursor Narkotika.  

Pasal 6  

(1)  Narkotika  sebagaimana  dimaksud  

dalam  Pasal  5 digolongkan ke dalam:  

a.  Narkotika Golongan I;  

b.  Narkotika Golongan II; dan  

c.  Narkotika Golongan III.  

(2) Penggolongan  Narkotika  sebagai mana  

dimaksud  pada  ayat (1)  untuk  

pertama  kali  ditetapkan  sebagaimana  

tercantum dalam  Lampiran  I  dan 

merupakan  bagian  yang  tak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini.  

(3)  Ketentuan  mengenai  perubahan  

penggolongan  Narkotika sebagai mana     

dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  

dengan Peraturan Menteri. 

Penyalahgunaan narkotika harus 

dilakukan penegakan hukum Penegakan 

hukum terhadap seseorang yang melakukan 

tindak pidana. Apabila penyalah gunaan 

narkotika atau tindak pidanya menyangkut 

narkotika hal ini diatur secara khusus dalam 

undang-undang narkotika.  

Tindak pidana merupakan suatu 

perbuatan yang melanggar aturan hukum 

pidana dalam hal ini adalah tindak pidana 

narkotika atau penyalahgunaan narkotika 

yang diatur khusus dalam undang-undang 

no 35 tahun 2009. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan 

suatu permasalahan yang besar dan 

berbahaya sehingga penanganan nya juga 

harus dengan intensive yang melibatkan 

seluruh kalangan masyarakat. Upaya upaya 

penanganan penyalahgunaan narkotika atau 

pengguna narkotika diatur di dalam 

undang-undang no 35 tahun 2009, oleh 

karenanya permasalahan dalam penulisan 

ini mengenai sanksi pidana bagi pengguna 

narkotika berdasarkan undang-undang 

narkotika. Permasalah dalam penelitian ini 

adalahagaimanakah penerapan sanksi 

pidana bagi pengguna narkotika sesuai 

dengan undang- undang narkotika? 

Metode Penelitian 

Pendekatan masalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif 

(legal research). Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang menelaah 

hukum sebagai kaidah yang dianggap 

sesuai dengan penelitian yuridis normatif 

atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan cara 

melihat, menelaah hukum serta hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, sejarah hukum, perbandingan 

hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan 

dengan masalah yang akan dibahas di 

dalam penelitian ini. 

 

II. PEMBAHASAN 

Tindak Pidana 

Tindak  pidana  yaitu  meliputi  

perbuatan  atau suatu melalaikan maupun 

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh 

karena perbuatan  atau  melalaikan  itu)  

"peristiwa  pidana"  adalah  suatu  peristiwa 

hukum (peristiwa kemasyarakatan  yang 

membawa akibat  yang diatur oleh hukum. 

(Utrecht, 1988: HLM, 252). 

Tindak pidana adalah perbuatan yang 

melanggar aturan hukum pidana 

sebagaimana ketentuan dalam perundang-

undangan. Beberapa pen dapat ahli tentang 

tindak pidana.   (Tri Andrisman, 2007, hlm, 

81). 

Simons 

“Tindak Pidana adalah kelakuan 

(handeling) yang diancam dengan pidana, 

yang bersifat melawan hukum, yang 

berhubungan dengan kesalahan dan 

dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab” 

Vos 
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“Tindak Pidana adalah suatu kelakuan 

manusia diancam pidana oleh peraturan 

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan 

yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana”. 

Van Hamel 

“Tindak pidana adalah kelakuan 

orang yang dirumuskan dalam wet , yang 

bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. 

Moeljatno 

“Perbuatan pidana (tindak pidana-

pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barangsiapa melanggar 

larangan tersebut” 

Tindak Pidana merupakan rumusan 

tentang perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan  (dalam  peraturan  perundang-

undangan)  yang  disertai  ancaman  pidana 

bagi siapa yang melanggar larangan 

tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah 

unsur pokok dari suatu tindak pidana yang 

dirumuskan tersebut.   (P.A.F Lamintang, 

2014: hlm, 179) 

Pidana 

Istilah hukuman yang berasal dari 

kata “straf” dan istilah dihukum yang 

berasal dari perkataan “wordt gestraf” , 

menurut  Mulyatno merupakan istilah-

istilah yang konvensional, yaitu pidana 

untuk menggantikan kata “straf” dan 

diancam dengan pidana untuk 

menggantikan kata “wordt gestraf”. Jika 

“straf” diartikan sebagai hukuman, maka 

“strafrecht” seharusnya diartikan hukuman-

hukuman. Hukuman adalah hasil atau 

akibat dari penerapan hukum yang 

maknanya lebih luas daripada pidana, 

karena mencakup juga keputusan hakim 

dalam lapangan hukum perdata. (Muladi 

dan Barda nawai, 2005: hlm, 1) 

Hukuman atau pidana yang 

dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa 

yang diancam pidana, harus lebih dahulu 

tercantum dalam undang-undang pidana. 

Suatu asas yang disebut dalam nullum 

crimen sine lege, yang tercantum dalam 

Pasal 1 Ayat  (1) KUHP. Letak perbedaan 

antara istilah hukuman dan pidana, bahwa 

suatu pidana harus berdasarkan kepada 

ketentuan undang-undang (pidana), 

sedangkan hukuman lebih luas 

pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru 

yang merotan  muridnya, orang tua yang 

menjewer kuping anaknya, yang semuanya 

didasarkan pada kepatutan, kesopanan, 

kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, 

juga mempunyai persamaan, yaitu 

keduanya berlatar belakang tata nilai 

(value), baik dan tidak baik, sopan dan 

tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.   

(Andi Hamzah. dan Siti Rahayu, 1983: hlm, 

20). 

Pengertian narkotika 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang- 

undang narkotika. Narkotika  adalah  zat  

atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  

atau  bukan tanaman,  baik  sintetis  

maupun  semisintetis,  yang  dapat  

menyebabkan penurunan  atau  perubahan  

kesadaran,  hilang  rasa,  mengurangi  

sampai menghilangnya  rasa  nyeri,  dan  

dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang 

dibedakan  kedalam  golongan-golongan  

sebagaimana  terlampir  dalam Undang-

Undang ini. 

Narkotikaadalah zat yang dapat 

menimbulkan pengaruh tertentu bagi 

mereka yang menggunakan  dengan  cara  

memasukan  obat  tersebut  dalam  

tubuhnya,  pengaruh tersebut merupakan 

pembiasan, hilangnya rasa sakit 

rangsanggan, semangat dan 
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halusinasi.(Juliana lisa, nengah sutrisna, 

2003: hlm, 1). 

Berdasarkan penjelasan undang-

undang narkotika pasal 6 ayat (1) golongan 

narkotika adalah sbb: 

Huruf a  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud 

dengan ”Narkotika Golongan  I”  adalah  

Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  

untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  

pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  

terapi,  serta mempunyai  potensi  sangat  

tinggi  mengakibatkan ketergantungan.  

Huruf b  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud 

dengan ”Narkotika Golongan  II”  adalah  

Narkotika  berkhasiat  pengobatan 

digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  

dapat  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  

untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  

pengetahuan  serta  mempunyai potensi 

tinggi mengakibatkan ketergantungan.  

Huruf c  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud 

dengan ”Narkotika Golongan  III”  adalah  

Narkotika  berkhasiat  pengobatan dan  

banyak  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  

untuk tujuan  pengembangan  ilmu  

pengetahuan  serta mempunyai  potensi  

ringan  mengakibatkan ketergantungan. 

Pengguna narkotika 

Berdasarkan undang-undang 

narkotika pasal 1 angka 13, Pecandu  

Narkotika  adalah  orang  yang  

menggunakan  atau menyalahgunakan  

Narkotika  dan  dalam  keadaan 

ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  

secara  fisik  maupun psikis. 

Pasal 1 angka 14 uu narkotika:  

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi 

yang ditandai oleh dorongan  untuk  

menggunakan  Narkotika  secara  

terusmenerus  dengan  takaran yang  

meningkat  agar menghasilkan  efek  yang  

sama  dan  apabila  penggunaannya 

dikurangi  dan/atau  dihentikan  secara  

tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan 

psikis yang khas.  

Pasal 1 angka 15 undang-undang 

narkotika: Penyalah  Guna  adalah  orang  

yang  menggunakan  Narkotika  tanpa hak 

atau melawan hukum. 

Penerapan Sanksi Hukum Bagi 

Pengguna Narkotika Berdasarkan 

undang-Undang Narkotika 

Pemerintah Indonesia membuat 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mengatur upaya 

pemberantasan terhadap tindak pidana 

Narkotika. yang bertujuan untuk:  

a. menjamin  ketersediaan  Narkotika  

untuk  kepentingan pelayanan  kesehatan  

dan/atau  pengembangan  ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

b. mencegah, melindungi, dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika;  

c. memberantas  peredaran  gelap  

Narkotika  dan  PrekursorNarkotika; dan  

d. menjamin  pengaturan  upaya  

rehabilitasi  medis  dan  sosial bagi 

Penyalah Gunadan pecandu Narkotika. 

Undang-undang narkotika juga 

mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika 

untuk kepentingan pengobatan dan 

kesehatan serta mengatur tentang 

rehabilitasi medis dan sosial. 

Seorang pengguna atau pecandu 

narkotika yang dilarang undang-undang 

wajib untuk melakukan rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi. Sebagaimana di dalam 

undang-undang narkotikadijelaskan 

rehabilitasi Medis adalah suatu proses 

kegiatan pengobatan secara  terpadu  untuk  

membebaskan  pecandu  dari 

ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi  



 
 
 

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika…(Fathur Rachman) 81 

Sosial  adalah  suatu  proses  kegiatan  

pemulihan secara  terpadu,  baik  fisik,  

mental  maupun  sosial,  agar bekas  

pecandu  Narkotika  dapat  kembali  

melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 

Undang-undang narkotika mengatur 

dalam pasal 55 bahwasannya pecandu 

narkotika harus melaporkan kepada pusat 

kesehatan masyarakat untuk segera diobati, 

sbb: 

(1)  Orang  tua  atau  wali  dari  Pecandu  

Narkotika  yang  belum cukup  umur  

wajib  melaporkan  kepada  pusat  

kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  

dan/atau  lembaga  rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 

oleh Pemerintah untuk  mendapatkan  

pengobatan  dan/atau  perawatan 

melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

(2)  Pecandu  Narkotika  yang  sudah  

cukup  umur  wajib melaporkan  diri  

atau  dilaporkan  oleh  keluarganya  

kepada pusat  kesehatan  masyarakat,  

rumah  sakit,  dan/atau lembaga  

rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  

sosial  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  

untuk  mendapatkan  pengobatan 

dan/atau  perawatan  melalui  

rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi 

sosial. 

Pasal 56  undang-undang narkotika 

(1)  Rehabilitasi  medis  Pecandu  Narkotika  

dilakukan  di  rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri.  

(2)  Lembaga  rehabilitasi  tertentu  yang  

diselenggarakan  oleh instansi  

pemerintah  atau  masyarakat  dapat  

melakukan rehabilitasi  medis  Pecandu  

Narkotika  setelah  mendapat 

persetujuan Menteri.  

Pasal 57  unang-undang narkotika 

Selain  melalui  pengobatan  dan/atau  

rehabilitasi  medis, penyembuhan  Pecandu  

Narkotika  dapat  diselenggarakan oleh 

instansi  pemerintah  atau  masyarakat  

melalui  pendekatan keagamaan dan 

tradisional.  

Pasal 58 undang-undang narkotika 

Rehabilitasi  sosial  mantan  Pecandu  

Narkotika  diselenggarakan baik oleh 

instansi pemerintah maupun oleh 

masyarakat UU No. 35/2009 melakukan 

pengawasan dan pencegah an terhadap 

penyalahgunaan narkotika. Sbb: 

Pasal 60  

a. Pemerintah  melakukan  pembinaan  

terhadap  segala kegiatan yang ber 

hubungan dengan Narkotika.  

b. Pembinaan  sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat  (1)  meliputi upaya:  

a. memenuhi  ketersediaan  Narkotika  

untuk  kepentingan pelayanan  

kesehatan  dan/atau pengembangan  

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah penyalahgunaan Narko 

tika;  

c. mencegah  generasi  muda  dan  anak  

usia  sekolah  dalam penyalahgunaan  

Narkotika,  ter masuk  dengan 

memasukkan  pendidikan  yang  

berkaitan  dengan Narkotika  dalam  

kuri kulum  sekolah  dasar  sampai 

lanjutan atas;  

d. mendorong  dan  menunjang  kegiatan  

penelitian dan/atau  pengembangan  

ilmu  pengetahuan  dan teknologi  di  

bidang  Narkotika  untuk  

kepentingan pelayanan kesehatan; dan  

e. meningkatkan  kemampuan  lembaga  

rehabilitasi  medis bagi Pecandu 

Narkotika, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat.  

Pasal 61  
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(1) Pemerintah  melakukan  pengawa san  

terhadap  segala  kegiatan yang 

berkaitan dengan Narkotika.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:  

a. Narkotika  dan  Prekursor  

Narkotika  untuk  kepentingan  

pelayanan  kesehatan  dan/atau  

pengembangan  ilmu pengetahu an 

dan teknologi;  

b. alat-alat  potensial  yang  dapat  

disalahgunakan  untuk melakukan  

tindak  pidana  Narkotika  dan  

Prekursor Narkotika;  

c. evaluasi keamanan, khasiat, dan 

mutu produk sebelum diedarkan;  

d. produksi;  

e. impor dan ekspor;  

f. peredaran;  

g. pelabelan;  

h. informasi; dan  

i. penelitian  dan  pengembangan  

ilmu  pengetahuan  dan teknologi. 

Jenis-jenis  Tindak  Pidana  Narkotika  

yang  diatur  dalam  Undang- Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:   

(Gatot Supramono, 2009: hlm, 90). 

e. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  menanam,  

memelihara,  memiliki,  menyimpan,  

menguasai  atau  menyediakan Narkotika  

Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  , 

Pasal  111;  Setiap  orang yang tanpa hak 

atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai atau menyediakan Narkotika 

Golongan I bukan tanaman, Pasal 112 

f. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I, 

Pasal 113;  

g. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  menawarkan  untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I, Pasal 114 

h. Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum membawa, mengirim, 

mengakut, atau mentransito Narkotika 

Golongan I, Pasal 115  

i. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  menggunakan 

Narkotika  Golongan  I  terhadap  orang  

lain  atau  memberikan  Narkotika 

Golongan I untuk digunakan orang lain, 

Pasal 116 

j. Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum memiliki, me nyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan II, Pasal 117 

k. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  memproduksi,  

mengimpor,  mengekspor,  atau  

menyalurkan  Narkotika  Golongan  II, 

Pasal 118 

l. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawah  hukum  menawarkan  untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan II, Pasal 119  

m. Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan II, Pasal 20  

n. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  menggunakan 

Narkotika  Golongan  II  terhadap  orang  

lain atau  memberikan  Narkotika 

Golongan II untuk digunakan orang lain, 

Pasal 121  

o. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  menanam, 
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memelihara,  memiliki,  menyimpan,  

menguasai  atau  menyediakan Narkotika 

Golongan III, Pasal 122 

p. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  memproduksi, 

mengimpor,  mengekspor,  atau  

menyalurkan  Narkotika  Golongan  III, 

Pasal 123 

q. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawah  hukum  menawarkan  untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerah kan Narkotika 

Golongan III, Pasal 124  

r. Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan III, Pasal 125   

s. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  

melawan  hukum  menggunakan 

Narkotika Golongan III terhadap orang 

lain atau memberikan Narkotika 

Golongan III untuk digunakan orang 

lain, Pasal 126 

t. Setiap Penyalah Guna Narkotika 

Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri 

Pasal  127;  Orang  tua  atau  wali  dari  

pecandu  yang  belum  cukup  umur, 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  

55  ayat  (1)  yang  sengaja  tidak 

melapor,Pasal 128 

u. Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  

atau  menyediakan  Prekursor Narkotika  

untuk  perbuatan  Narkotika;  

Memproduksi,  meng impor, 

mengekspor,  atau  menyalur kan  

Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan 

Narkotika;  Menawarkan  untuk  dijual,  

menjual,  membeli,  menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Prekursor Narkotika  

untuk  pembuatan  Narkotika;  

Membawa,  mengirim, mengangkut,  

atau  mentransito  Prekursor  Narkotika  

untuk  pembuatan Narkotika Pasal 129  

v. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  

tidak  melaporkan  adanya  tindak pidana 

Narkotika Pasal 130 

w. Percobaan  atau  permufakatan  jahat  

untuk  melakukan  tindak  pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 

131 

x. Setiap  orang  yang  menyuruh,  memberi  

atau  menjanjikan  sesuatu, memberikan  

kesempatan,  menganjurkan,  memberikan  

kemudahan, memaksa dengan ancaman, 

memaksa dengan kekerasan, melakukan 

tipu muslihat, atau membujuk anak yang 

belum cukup umur untuk melakukan 

tindak pidana Narkotika; Untuk 

menggunakan Narkotika Pasal 133 

y. Pecandu Narkotika yang sudah cukup 

umur dan dengan sengaja tidak 

melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu 

Narkotika yang dengan sengaja  tidak 

melaporkan Pecandu Narkotika tersebut 

Pasal 134. 

Dalam  rangka  pencegahan  dan  

pemberantasan  penyalahgunaan  dan  

peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor  

Narkotika,  dengan  Undang-Undang  ini  

dibentuk  Badan Narkotika Nasional, yang 

selanjutnya disingkat BNN, Yang bertugas 

sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang narkotika, sbb: 

a. menyusun  dan  melaksanakan  

kebijakan  nasional  mengenai 

pencegahan  dan  pemberantasan  

penyalahgunaan  dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika;  

b. mencegah  dan  memberantas  

penyalahgunaan  dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika;  

c. berkoordinasi  dengan  Kepala  

Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  

dalam  pencegahan  dan  pemberantasan 
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penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  

Narkotika  dan Prekursor Narkotika;  

d. meningkatkan  kemampuan  lembaga  

rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  

sosial  pecandu  Narkotika,  baik  yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat;  

e. memberdayakan  masyarakat  dalam  

pencegahan penyalahgunaan  dan  

peredaran gelap  Narkotika  dan 

Prekursor Narkotika;  

f. memantau,  mengarahkan,  dan  

meningkatkan  kegiatan masyarakat  

dalam  pencegahan  penyalahgunaan  

dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika;  

g. melakukan  kerja  sama  bilateral  dan  

multilateral,  baik regional  maupun  

internasional,  guna  mencegah  dan 

memberantas  peredaran  gelap  

Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;  

h. mengembangkan  laboratorium  

Narkotika  dan  Prekursor Narkotika; 

i. melaksanakan  administrasi penyelidikan  

dan  penyidikan ter hadap  perkara  

penyalahgunaan  dan  peredaran  

gelapNarkotika dan Prekursor Narkotika; 

dan  

j. membuat  laporan  tahunan  me ngenai  

pelaksanaan  tugas dan wewenang. 

Apabia seseorang melakukan 

penyalahguanaan narkotika atau 

menggunakan narkotika (pecandu 

narkotika) pihak perwajib dapat mengambil 

tindakan dan memproses secara hukum. 

Hakim dapat memutus berdasarkan undang-

undang narkotika, sbb: 

Pasal 103  

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu 

Narkotika dapat:  

(1) memutus  untuk  memerintahkan  yang  

bersangkutan menjalani  pengobatan  

dan/atau  perawatan  melalui 

rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika  

tersebut  terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana Narkotika; atau  

(2) menetapkan  untuk  memerintahkan  

yang  bersangkutan menjalani  

pengobatan  dan/atau  perawatan  

melalui rehabilitasi  jika  Pecandu  

Narkotika  tersebut  tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika.  

Masa  menjalani  pengobatan  

dan/atau  perawatan  bagi Pecandu  

Narkotika  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat  (1) huruf a diperhitungkan sebagai 

masa menjalani hukuman. 

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu 

kejahatan karena perbuatan tersebut 

memiliki efek yang buruk, sehingga dapa 

diberikan sanksi sesuai dengan pasal 127 

undang-undang narkotika, sbb: 

(1) Setiap Penyalah Guna:  

a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  

sendiri  dipidana  dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun;  

b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  

sendiri dipidana  dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; 

dan  

c. Narkotika Golongan III bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun.  

(3) Dalam memutus perkara sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1),  hakim  wajib  

memperhatikan  ketentuan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54, Pasal 55, dan Pasal 103.  

(4) Dalam  hal  Penyalah  Guna  

sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  

dapat  dibuktikan  atau  terbukti  

sebagai  korban penyalahgunaan  

Narkotika,  Penyalah  Guna  tersebut  

wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 
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III. PENUTUP 

Narkotika adalah zat atau obat yang 

berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintetis maupun semi sintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

Pecandu  Narkotika  adalah  orang  

yang  menggunakan  atau menyalah 

gunakan  Narkotika  dan  dalam  keadaan 

ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  

secara  fisik  maupun psikis. 

Apabila Penyalah  Guna  narkotika  

dapat  dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  

korban penyalahguna an  Narkotika,  

Penyalah  Guna  tersebut  wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. 

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah 

Penanggulangan dan pencegahan terhadap 

penyalahgunaan narkotika dilakukan secara 

maksimal, dan setiap komponen masyarakat 

harus bekerjasama dengan pihak yang 

berwajib dan pemerintah guna memberantas 

penyalahgunaan narkotika  merupakan 

tanggung jawab bangsa Indonesia secara 

keseluruhan, bukan hanya berada pada 

pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. 

Penyalah  Guna  narkotika harus menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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